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PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUAN G 

I. LATAR BELAKANG

Adanya sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah Pusat, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal oleh negara, dan juga sentralisasi redistribusi kekayaan/sumberdaya nasional (paradigma lama) telah mengakibatkan banyak hal antara lain pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi (dari 37,5% pada tahun 1995 menjadi 40,5% pada tahun 1998), dan rendahnya peranserta masyarakat dalam pembangunan. 

Paradigma baru, pembangunan diarahkan agar sustainable yaitu pembangunan yang melibatkan masyarakat (mendesentralisasi kekuasaan), menghormati budaya lokal (menjamin pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan nasional. Prinsip ini sejalan dengan pesan yang termuat dalam UU 22/1999, UU 25/1999, dan hakekat serta prinsip-prinsip penataan ruang.

Melalui penataan ruang pada akhirnya hak seseorang (property right) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreatifitasnya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip penataan ruang dalam pembangunan wilayah sangat relevan dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang sistematik dan terintegrasi.       

Beberapa isu stratejik yang patut diperhatikan dalam kaitannya dengan peranserta masyarakat dalam penataan ruang khususnya perencanaan tata ruang adalah:

a. Kebijakan penyusunan rencana tata ruang (juga pemanfaatan dan pengendalian) yang belum sepenuhnya melibatkan atau berpihak pada masyarakat (rendahnya pemahaman PP 69/1996 tentang peranserta masyarakat dalam penataan ruang).

b. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dan rendahnya upaya diseminasi informasi dalam proses perencanaan tata ruang. 

c. Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder.

d. Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan (kelembagaan perencanaan tata ruang yang belum optimal). 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman pembangunan yang telah terjadi, rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang telah mengakibatkan dampak negatif sebagai berikut:

· Rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program/proyek pembangunan wilayah yang disusun. Akibatnya telah mengakibatkan keberlanjutan (sustainability) dari program/proyek yang dilaksanakan tidak terwujud.

· Munculnya biaya transaksi (transaction cost) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program/proyek pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program/proyek yang dilaksanakan. 

· Program/proyek pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.

· Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

II. KONSEP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Seiring dengan demokratisasi yang menjadi tuntutan bersama masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani (civil society), maka hal ini pun tidak luput berimbas terhadap proses perencanaan tata ruang. 

Berdasarkan hal tersebut, guna mewujudkan peran masyarakat yang seutuhnya, proses pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti sampai pada tahap yang hanya bersifat konsultasi dan sosialisasi, akan tetapi harus terlihat jelas bahwa aspirasi masyarakat terefleksi dalam proses perencanaan tata ruang. Oleh sebab itu, saluran-saluran aspirasi masyarakat harus diformulasikan secara jelas, sehingga apabila terjadi penyimpangan dilapangan dari proses perencanaan tata ruang, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi aktif.


Pada posisi lain dengan diberlakukannya  Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah, telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi  tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/ Kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/ Kota lainnya demi sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing. 

Dalam kaitan dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah, maka terdapat beberapa prinsip dasar (konsep) sebagai berikut:

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang).

2. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses perencanaan tata ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya).

3. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntabel, dan professional dalam proses penataan ruang (terutama dalam perencanaan tata ruang). 

4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak difahaminya.  

III. KENDALA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 

Beberapa hal pokok yang merupakan kendala utama peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang adalah: 

a. Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran yang seharusnya dapat dilakukan.

b. Kebijakan Pemerintah yang ada belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat (hal ini tercermin dari rendahnya alokasi budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian besar peraturan masih berbasis paradigma lama (tidak menjadikan masyarakat sebagai pelaku).

c. Belum berjalannya sistem kelembagaan perencanaan tata ruang dengan baik. 

Berdasar kendala-kendala diatas, upaya keras untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang sesungguhnya harus terus diupayakan. Upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat hal tersebut, kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (ornop), tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat daerah, pers, dan pihak-pihak terkait lainnya harus terus diupayakan.

IV. UPAYA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang antara lain melalui pertemuan dengan warga, maupun berbagai kegiatan yang melibatkan forum–forum warga, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, DPR/DPRD dan pelaku pembangunan lainnya termasuk organisasi non Pemerintah. 

Sebagai gambaran dari sebagian potret dan upaya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang yang telah dilakukan adalah:

a. Mendorong proses penyusunan kebijakan agar berpihak pada masyarakat.

b. Melakukan berbagai konsultasi publik atas produk perencanaan tata ruang dalam berbagai level dan kesempatan kepada stakeholder seperti DPR/DPRD, LSM/Ormasy, Pemda, dan Pers.

c. Mendorong public awarness melalui pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan radio, iklan layanan masyarakat di TV dan radio, dan tulisan di berbagai media massa.

d. Meningkatkan public services (pelayanan peta dan Simtaru).

e. Mendorong eksistensi dan efektifitas operasionalisasi kelembagaan penataan ruang seperti BKTRN, TKPRD, Org. Pokmasy.

Selain upaya diatas, sistem kelembagaan yang berperan dalam mengkoordinasi dan mengelola keberlanjutan dari perencanaan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan harus dapat berjalan dengan baik dan kuat. Sistem kelembagaan perencanaan tata ruang  tingkat Nasional dikoordinasikan oleh BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), sedangkan pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh TKPRD Propinsi (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPRD Kabupaten/Kota. Pada tingkat grass root peran tersebut ditangani oleh LSM atau Forum Warga. Menteri terkait yang berada dalam wadah BKTRN dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Bappeda dan TKPRD dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan tata ruang berperan dalam level dan tanggung jawab masing-masing untuk :

a. Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk rencana tata ruang kepada warga masyarakat pada daerah peruntukan;

b. Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang;

c. Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan yang sesuai dengan asas perencanaan tata ruang untuk dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan tata ruang;

d. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan menegakkan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perencanaan tata ruang yang partisipatif perlu terus didorong untuk melibatkan masyarakat dengan pendekatan community driven planning dengan harapan:

· Terciptanya kesepakatan dan aturan main (rule of the game) di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program perencanaan tata ruang yang disusun sesuai dengan aspirasinya.

· Mewujudkan masyarakat madani yang dapat memenuhi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhannya sendiri seiring dengan proses pembelajaran berpartisipasi yang terkandung dalam pendekatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

· Terciptanya sistem kelembagaan perencanaan tata ruang yang mampu meningkatkan legitimasi program pembangunan di daerah karena disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan tata ruang menjadi sangat relevan dalam rangka menciptakan wilayah yang humanopolis yaitu suatu wilayah yang dibangun dengan mengacu secara inovatif pada tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Berdasar beberapa hal diatas, terdapat beberapa hal pokok yang ingin digarisbawahi yaitu: 

1. Munculnya paradigma baru mendorong untuk merevitalisasi seluruh tatanan penataan ruang, terutama dalam menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan wilayah dan Pemerintah sebagai fasilitator.

2. Menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalisme dalam menyelenggarakan penataan ruang termasuk di dalanya perencanaan tata ruang.

3. Perlu terus ditingkatkan upaya-upaya untuk mendorong public awarness, public services, dan public campaingn.

4. Mendorong terus berfungsi dan efektifnya kelembagaan penataan ruang yang akomodatif dan aspiratif bagi kepentingan masyarakat.
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